
GUBERITUR IVUSA TEIYGGARA TITUR
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TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA MARTEN KAWU ANDUNG

GUBERNUR NUSA TEITGGARA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

b.

bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha,
koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan
wilayah kepada pemberi izin;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya,
penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam
1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah [a.ut sampai 12 mil,
merupakan wewenang Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara
Marten Kawu Andung kepada Gubernur Nusa Tenggara
Timur tanggal 21 November 2Ol7 Perihal Permohonan
WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah lzin Usaha
Pertambangan Batuan yang dimohonkan telah memenuhi
syarat sehingga dapat diberi persetujuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan
Wilayah lzin Usaha Pertambangan Batuan kepada
Saudara Marten Kawu Andung;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Trngkat I tsali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor l6a9|'

2. Undang-Unciang i,l-omor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Unciang i.iomor 9 Tahun 20i5 ientang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
trol\\,.)u , :t,,



.J. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 77 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : I2O/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah
Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah;

Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor : 04.El3OlDJB/2015
tanggal 3O April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah;

UEUIITUSIIAN:

Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada
Saudara Marlen Kawrr Andung.

Persetujuan Wilayah lzin Usaha Pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Memperhatikan : 1.

ileaetepLaa

IIESATU

ITEDUA

2.

Nama
Alamat

NPWP
Komoditas Tambang
Jenis Batuan
Luas

Lokasi Penambangan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kode Wilayah

Marten Kawu Andung
Kec. Lembor, Desa Wae Wako
RT/RW. Oo4/oor, Kab.
Manggarai Barat
44.597.464.2-924.OOO
Batuan
Batu dan Pasir
2,29 (Dua Koma Dua Puluh
Sembilan) Helrtar

Golo Leleng
Sano Nggoang
Manggarai Barat
Nusa Tenggara Timur
2lo7

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
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KETIGA Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini
maka:

pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan
Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- {Lima
Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan
Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan
sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri
Kehutanan Republik Indonesia;
apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha
Perbambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis
atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk
melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara
bersama; dan
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan
sebagaimana tercantum dalam L,ampiran II Keputusan
Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal,
apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.

b.

c.

d.

KEEMPAT

I(ELIMA

Ditetapkan di Kupang
pada tanegal ib llu1l 2018

TIMUR, 
h

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keualgan Republik Indonesia di Jakafia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi darr Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direl:tur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pqiak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Manggarai tsarat di Labuan tsajo;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan

Ketjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Dhelrtur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara

Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Ditektur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian

ESDM RI di Jakarta
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Elangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta. \
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LIIUPIRA.II I : XEPUTUSAII GttBERlrUR I{USA TEI|GGARA TItttR
nouoR :;s6 lKEPlHKl2ors
TAIIGIGAL : {6 qlulr 2018

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

PERUSAHAAN
KOMODITAS
LOKASI
PROVINSI
KABUPATEN
KODE
LUAS (Ha)

An. MARTEN KAWU ANDUNG
BATUAN
DESA GOLO LELENG, KECAMATAN SANO NGGOANG
NUSA TENGGARA TIMUR
MANGGARAI BARAT
2to7
2,2s (DUA KOMA DUA PULUH SEMBIT-AN) HEKTAR

IlIo
Garle Bujur Tfm!4 lEll Craris Ltntang Selataa (LStl

lol (') t") (o) t'l ("I
1 r20 54,23 a .+u 29,7t

120 7 J+,J / 8 40 29,71

120 7 54,37 8 40 30,43

4 r20 54,66 8 40 30,43

720 7 54,66 8 40 31,O1

6 t20 7 54,80 8 40 31,O1

7 120 7 54,80 8 40 31,87

8 120 7 54,95 8 40 31,87

9 r20 7 54,95 8 40 34,03

10 120 7 55,O9 I 40 34,O3

1l r20 55,09 8 40 34,21

t2 120 54,80 8 40 34,21

t3 120 7 54,4O 8 40 38,78

T4 120 54,37 8 40 38,78

IJ t20 7 54,37 8 40 39,65

16 120 7 54,08 8 40 39,65

r20 7 54,08 8 40 40,22

l8 720 7 53,80 8 40 40,22

19 t20 7 53,80 8 4A 40,37

20 120 53,36 8 40 40,37

27 720 7 53,36 8 40 40,80

I
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22 t20 52,93 8 40 40,80

23 120 7 s2,93 6 40 4t,o9

24 720 7 52,50 8 40 4t,o9

ZJ 120 52,50 R 40 4t,38

26 t20 52,O7 8 40 41,38

27 120 7 52,O7 8 40 4t,87

2a 120 7 51,64 8 40 41,81

29 t20 7 51,64 8 40 42,rO

30 120 7 51,20 8 40 42,rO

31 120 7 5l,20 8 40 423a

32 120 50,92 8 40 4234

720 7 50,92 8 40 42,67

34 120 7 50,48 8 40 42,67

35 L20 50,48 6 40 42,96

36 t20 7 49,91 8 40 42,96

t20 ,7 49,91 8 40 42,67

38 120 49,44 8 40 42,67

39 120 7 49,44 8 40 42,24

40 r20 4A lcl 8 40 42,24

47 120 7 49,19 8 40 41,66

42 120 49,62 8 40 4L,66

43 120 7 49,62 8 40 41,38

44 120 7 50,05 8 40 41,38

45 120 .7 50,os 8 40 4r,o9

46 120 7 50,48 8 40 41,O9

47 120 7 50,48 8 40 40,80

4a 120 7 51,06 8 40 40,80

49 120 51,06 I 40 40,37

50 120 7 51,49 8 40 40,37

5l 120 51,49 8 40 39,94



I

52 120 5L,92 t' 40 39,94

53 720 51,92 8 40 39,50

54 t20 52,36 8 40 39,50

55 r20 52,36 8 40 39,O7

56 120 52,64 8 40 39,O7

120 52,64 8 40 38,35

58 120 52,93 8 40 38,35

59 120 7 52,93 R 40 37,78

60 120 53,22 8 40 37,74

61 120 53,22 8 40 36,77

62 r20 53,51 8 40 36,77

63 r20 7 53,51 8 40 35,18

64 r20 7 53,65 8 40 35,18

65 r20 7 53,65 8 40 33,74

66 120 53,51 8 40 33,74

67 120 7 53,51 8 40 32,45

68 120 7 53,22 8 40 32,45

69 t20 53,22 8 40 31,44

70 720 53,O8 8 40 31,44

.71 120 s3,08 40 30,86

72 120 7 52,64 8 40 30,86

r20 52,64 8 40 29,71

74 r20 53,36 8 40 29,71

/J r20 53,36 8 40 29,24

76 120 54,23 8 40 29,28

,( GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,,
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR a* KEP/HI(2018
TANGGAL : I, 2018

PETA WLAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

Provinll : NUSA TENGGAM TIMUR
Ksbupsiln : MANGGARAI BAMT

N

A
SKALA 114.200

0

L.gcnd!
a Trtik Koordinst 

== 
Sung8l

' ll: i::': 'l

- 

Jal.n l.,i;lj;:;J Bala! WIUP
carir Kontur F=i g.t", o"r"

Kltcrangan, 
'-

Prmohon : An, Med.n Ka'ru Andung
LusE :2,29 Hg
Komodltr! : Bstuan
Dlgambar I Mcggy Ndaumsnu

lr. BONI, M.Si
PcmbiDa Utamt Muda

NIP 19640221 199303 1 007

Tingk.t P.nyslidikan Rlnci (Gcologi, G.okimia,
Geofisika) Potcnsi Sumb6r Deys dan Csdangan

Sumbcr Prt.
'L P6ta Admlnbtrarl K.b. Manggsrel B8rst, RBI 2017
2. SHP Kontul NTT
3. SHP Jslrn, RBI 2017
4. SHP Sungai, RBI 2017

TIMUR,A GUBERNUR NUSA
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